


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 

BIRO HUKUM  

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET 

1 Tata Kelola 
Pemerintahan Yang 
Baik di Bidang 
Penyiapan Produk 
Hukum KKP 

1.   Indeks Reformasi Hukum KKP (Indeks) 80 

2.  Indeks Kualitas Kebijakan KKP (Indeks) 65 

3.  Persentase Penyelesaian Program Penyusunan 
Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di 
Lingkungan Kementerian Kelautan dan 
Perikanan (%) 

100 

4.  Permasalahan Hukum melalui jalur 
pengadilan/litigasi di Lingkungan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan yang Ditangani (%) 

100 

5.  Permasalahan Hukum di luar jalur 
pengadilan/nonlitigasi di Lingkungan 
Kementerian Kelautan dan Perikanan yang 
Ditangani (%) 

100 

6.  Perjanjian Nasional Bidang Kelautan dan 
Perikanan yang Siap untuk Ditandatangani (%) 

100 

7.  Instrumen Hukum Internasional Bidang Kelautan 
dan Perikanan yang Diberikan Pertimbangan 
Hukum (%) 

100 

8.  Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi 
dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian 
Kelautan dan Perikanan (Nilai) 

92 

2 Terwujudnya Layanan 
Dukungan 
Manajemen yang Baik 
Lingkup Biro Hukum 

9.  Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hukum (Nilai) 84 

10.  Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Biro 
Hukum (Indeks) 

85 

11.  Persentase Penyelesaian Temuan BPK di 
Lingkungan Biro Hukum (%) 

100 

12.  Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem 
Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di 
Lingkungan Biro Hukum (%) 

94 

13.  Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil 
Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk 
Perbaikan Kinerja Biro Hukum (%) 

95 

14.  Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hukum 
(%) 

95 

15.  Persentase Penyelesaian Program Penyusunan 
Peraturan Perundang-undangan  Bidang 
Penyiapan Produk Hukum KKP (%) 

100 

16.  Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk 
pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju 
Wilayah Bebas Korupsi lingkup Biro Hukum 
(Nilai) 

75 




